
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Luhu· Bclnk:m~ 

Ke!llantpuan da>.ar ;m;tk pt:rlu Jip~.:rsi;1pkan ~cjak dini, bahkan sebelum 

anak mengenal dunia pcrsekolaban, anak perlu mcndapatk<~n pelayanan 

pendidikan. Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) merupakan usaba penting 

untuk memperbaiki mutu D<:ndidikan anak-anak di masa de 

Internet ( 26 Desember 2004) mengatakan bahwa: 

Keberhasilan pendidiJ..:an anak usia dini di sembilan negara yang memiliki 
penduduk terbesar di dunia akan mempengaruhi tingkat mutu pendidikan 
anak d i dunia. K or.d isi di I ndone.,ia memang masih dalam proses 
pcrbaibn. Tahun 2000 dari 26.000.000 anak usia 0- 6 tahun baru sekitar 
4.400.000 atuu 17 % yang sudah mcndapatkan layanan program PAUD 
mclalui Taman Kanak-kanak, Raudatul Athfal, Kelompok Bermain, 
Taman Belajar, Bina Keluarga Balita. 

Rendahnya ku:tlitas hasi! pcndidikan juga bcrdampak terhadap rendahnya 

kualitas sumber daya manusia ( SDM ) Indonesia. Rendahnya kualitas Sf)M 

ter!ihat dari kualitas lulusan pendidikan. Rendahnya kualitas basil pendidikan 

teritu tidak berdiri sendiri,melainkan terkait dengan kualitas siswa sebagai raw in 

p.ll dari sistem pendidikan. Menurut hasil penclitian Balitbang Depdiknas ( 1999) 

di duga bahwa tingginya angl\a I11Cngulung di kdas awal SO ( kelas I ) sebesar 

13 % dan kclas 2 scbesar 8 % discbabkan oleh lem&hnya pembiaan anak pada 

masa usia dini. 

Sampai sejauh mana pemerintah Indonesia mewujudkan pentingnya 

pembinaan ahak usia dini dapat dilihat dari kebijaksanaan pemerintah yaitu 

dengan landasan hukum yang terkait dengan pentingnya PAUD tersirat dalam 



amandcm<:n Undang { lndang Dasar 1945 pasal28 b aynt 2 yaitu neg,ara menjamin 

kelangsungan hidup, pengembangan dan perlindungan anak terhadap eksploitasi 

dan kekerasan. Pemt:rintah juga telah merativikasi Konvensi Hak Anak melalui 

KL'JWI.'S Non1or ~(~ t:1huu 11)90 ~~nng. 111~11g1UHhmg kcwujihun n~guru untuk 

pemenuhan hak anak. Sccara khu!'us pcmerintah juga tclah mengeluarkan 

Peraturan Pemcrintuh Nomor 27 tahun I 990 tentang Pendidikan Prasekolah. dan 

peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam 

pendidikan nasional. yang menyebutkan bahwa peran serta masyarakat berfungsi 

untuk ikut 1hemelihara, menumbuhkan, meningkatkan. dan mengembangkan 

pendidikan nasional dan bcrtujuan untuk mewujU:dkan tujuan pendidikan nasional. 

Berdasarkan Undang - Undang Rl No. :w tahun 2003 tentang Sistem 

P~ndidikan Nasional p<~s<d 2H llll.'ngalakatJ bahwa : 

(I) Pcnditlik;m A nak l lsia Dini disdl·nggarakan sd1dum jenjang pcndidikan 
dasar. 

(:2) Pendidikan Anak Usia Dini dupat disclcnggarakan melalui jalur 
pendidikHn formal.non l'ormal. dan a1au in formaL 

(3) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal berbentuk 
Taman Kanak-kanak ( TK ). Raudatul Athfal ( RA ), dan bentuk lain yang 
sederajat. 

(4) Pendidikan Anak Usia Dini padajalur pendidikan non formal berbentuk 
Kelompok Bermain ( KB ), Taman Penitipan Anak ( TPA ), atau bentuk 
lain yang sederajat. 

(5) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan in formal berbentuk 
pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh 
lingk ungrm. 

(6) Ketcntuan mengenai Pcndidikan Anak Usia Dini. sebagaimana dirriak~ud 
pada ayat (l). ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut 'ctengan 
Peraturan Pemerintnh. 

Dari hal diatas dapat kita lihat bahwa Kelompok Bermain m~rupakan salah 

satu program Pendidikan Anak Usia Dini yang berada padajalur pendidikan non 

formal atau disebut Juga jalur pcndidikan luar sekolah. 
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Untuk dapat 1nensuks.:skan semua ini diperlukan adanya dukungan dan 

rmrtisipasi s~mua pilwk haik individu, masyarakat, pemerintah. organisasi sosial 

kernasyarakatan dan bin-lain secara sinergi, terencana dan berkelanjutan.Seperti 

yang tcrtuang dalam Uti Sisdiknas Nomor 20 tahun :wo: Bab XV Bagian Kesatu 

pasal 54 yang 111enga1akan b<.ll\~ a: 

( l) P~.:ran s~rta n.asyarakat dalum pettdidikan mclipuli pcran serta 
pcrseorangan, ~elompok, kc!uarga, organisasi prol;:si, pengusaha, 
dan organi~asi kemasyarakatan da!am penyelenggaraan dan 
pcngcndalian mutu ~wlayanan pendidibn. 

rv:asyarakat dapat lkrperan serta sebagai sumber pelaksana dan 
pengguna hasil pendidikan. 

Sejalan dengan diberlakukannya UU Nomor 21 tahun 1999 tentang Otonomi 

Dacrah yang meil'lakkan sl'ktor pendidikan scbagai salah satu yang 

diotonomisasikan, dimana otoritas pengembangan pendidikan yang semu!a 

bcrada dalam kekuasaan pl:mcrintah pusat kini diuclegasikan pada pemerintah 

daerah. PA UD sebagai bag ian dari sistem pendidikan nasional harus 

mcmposisikan diriny<t. Jadi sangat tepa! hila Pl\lJD diposisikan dan dimulai dari 

kcluarga. Pcmherdaya:111pun harus dimulai dari kelu:1rga dan pada gilirannya 

pemherdayaan :nasyarakal. 

Pemberdaynan masyarnkat mcrupakan tuntutan otonomi daerah sekaligus 

menjadi jnwaban atas tantangan globalisasi. Hal ini !xrarti bahwa PAUD harus 

nH:nerapkan uzas otonomi dacrah dimana pcndidikan diselenggara~an oleh 

kcJuarga, masyamkat,dan pemerintah sebagai satu kesatuan yang sistemik, terbuka 

Jadi sejalan dengan U U No:nor 20 tahuil 200:1 ten tang Sisdiknas, ditegaskan 

bahwa e_endidikan diselenggarakan secara demokratis, artinya bahwa keterlibatan 

masyarakat dan otoritas pcngclola serta institusi pendukungnya akan lebih besar 
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dari pada pemerintah pusat. Pada pasal 9 juga dikatakan bahwa masyarakat 

berperan serta calam perenc<lnaan, ~Jengawasan, dan evaluasi program penddikan. 

Hal ini dapat diwujudkan melalui keterlibatannya dalam komite sekolah atau 

dewan pendidikan yang selanjutnya pada pasal 56 UU No.20 tahun 2003 

dikatakan bahwa : 

(I) Dalam pcningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi 
perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui 
dewan pcndidikan dan komite sckolnh/mndrasah. 

Dewan pendidikan, sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan 
dalam 11 • 

pcrlimbangan,arahan. dan dukungan tenaga , sarana. dan prasarana 
serta pengawasan pendidikan di tingkat nasional, propinsi dan 
kabupatenlkota yang tidak mempunyai hubungan hierarkis, 

(3) Komite sekolah/madrasah scbagai lembaga mandiri dibentuk dan 
berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dan memberikan 
pertimbangan, arahan dan dukungan tcnaga ,sarana, dan prasarana 
serta penli;awasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. 

PAUD merupakan satu kesatuan dari sistem pendidikan untuk semua 

( Education for All ) yang dimunculkan dalam salah satu butir The Dakkar 

Framework .fi>r &lucatirm jhr All yang mcnyalakan bahwa memperluas dan 

mempcrbniki l<cseluruhan pl'rawntun dun p~.!ndidiknn nnnk dini usia terutmnn bt1gi 

anak-an:lk yang sangat ra1v;w dan kurang beruntung. 

Dalam Undang Und.mg Sistcm Pcndidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 

juga dik~nlllk:1kan pada ll:d1 XJ I I Bagi:m 4 pasal 49 ayat I !>ampai 5 bahwa 

anggaran pendiclikan scbesar :w % dari APBN . Namun kenyataan yang ada.hal 

ini masih jauh tbri yung di'l<Jrapkan. Anggaran pcmlidikan Indonesia hunya I, 4 

% GNP yaitu dibawah nega1·a Singapura yang sebesar 3,0% GNP, ini pun masih 

didistribusikan ke bc-rbagai instansi non Depdiknas yang mengelola pendidikan 

atau pelatihan. 
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Dari kondisi ini dapat kita lihat bahwa pcndidikan di Indonesia khususnya 

Pendidikan Untuk Semua ( PUS ) masih belum dapat terealisasi sebagaimana 

yang diharapk:u1, walaupu11 krbagai usaha tclah dil<lkukan baik melalui jalur 

pendidikan rormal st:perti ~lendidikan dasar sembilan tahun, pengembangan 

Kurikulum Berbasis Kompelcnsi, Manajemen Berbasis Sckolah, dan ltiin-lain 

serta melalui pendidikan non formal seperli Kejar Paket A, Kejar Paket B, 

PAUD, dan lain-lain. 

Gutama dalal\\ Buktin PI\DU ( 2003, 4 ) mcngatakan bahwa dalam 

pelaksanaan PAUD menghadapi lima persoalan utama yaitu yang berkenaan 

dcngan : ( 1) kcnsep pendidikan anak usia dini, (2) sistem regulasi dan kebijakan 

program. (3) tatanan sistcm kcbnbagaan program dan ketenagaan, ( 4) kondisi 

dan upaya pembcrdayaan masyaraka!, s~rta (5) akses dan mutu layanan 

pend id ikan ana k usia di ni. Penanganan anak ak ihal dari person ian diatas pad a 

gilirannya abn mengakibatkan lemahnya kezjasama dan koordinasi dari berbagai 

pihak terkait yang diharnpkan dapat membantu penyelenggaraan pendidikan 

hL'I:jalun SL'StJai J\:n~_.:an ap<~ yang dilwrapkun. Kdx~rpihak<ul pada m<:~syarakal yang 

secara L'konomi kurang mampu masih sangal n:nJah, padahal mereka juga 

memiliki hak untuk lllelidcipatkan pelayanan rendidikan. 

Untuk nH:ngupayakan p<:layanan pendidiknn bagi anak usia dini, Sanggar 

Kcgiat;m Bclaj<:r ( SKI\ ) yang merupakan Unit Pelaksana Tehnis· Daerah 

Pendidikan l.uar Sd;oli\h n,,·nyelcnggarakan program Kelompok Bermain yang 

berbentuk organisnsi kcp..:ndiclikan luar sekolah yang ml"!nyediakan fasilitas dan 

kemudahan pada anak usia dini untuk mempcroleh stimulasi perkembangan 

mdalui k(!gial:ln y~111g krpmgnun dan mempcrgun~1kan sarana permainan 
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bermakna. SK!1 Siatar yant; berdiri sejak 1998 dan b.aru mulai melaksanakan 

pn1gram PAlliJ pada whun 1991). Dilingkung,an SK·n yaitu wi layah Kota 

Pematangsiantar tcrdiri dar·i berbagai suku yang pada umumnya suku Batak 

Simalungun dan 8atal< To~)<", dan tingkat pendidikan mcreka juga masih rata-rata 

lama! Sl.ll' dan mala pl't1l'ahariun pcnduduk pada umumnya wiraswasta dan 

dagang. Dcngun situasi dan l.;ond:si yang seperti ini pcrlu adanya suatu upaya 

untuk membcrdayakan masyarakat untl!k ikut serta dalam menunjang pendidikan. 

Begitu juga halnya dcngan Program Kelompok Bennain yang dibina oleh 

Pematangsiantar. Dalam aspek manajemcn, berkenaan dengan keterbatasan 

sumber pendanaan , SKI3 Siantar mengalami berbagai hambatan. Dana yang 

disediakan oleh pernerintah sangat minim dan tidak cukup untuk menunjang 

terlaksananya pendidikan. Disisi lain. kcpedulian m<~syarakat cenderung rendah 

untuk mcndukung h:rlaksananya program ini. Hal ini dapat dirasakan antara Jain : 

( l) Pemahaman masyarakat terhadap program Kelompok Bermain masih kabur, 

(2) Lcmahnya kemampuan rnasyurabt dalam membantu dana pendidikan, (3) 

rendahnya daya dukung dan fasilitas pendidikan yang ada, (4) Kurangnya 

kepekaan pemerintah ten tang pentingnya program PA U b. 

Berbagai upaya telah dilakukan untuk dapat menggalang dana seperti 

mengajak orang tua warga belajar untuk turut serta membantu dana pend;~Jikan, .. 
melakukan sosialisasi kepada pemerintah, tokoh masyarakat/pendidikan, dinas 

kesehatan, puskesmas. namun hasi!nya belum scsuai dengan apa yang diharapkan 

Dalam mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan, salah satu Kelompok 

l3crmain yang ada di Tangerang yaitu Kelompok Bennain Cikal, didirikan degan 
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kerja sama berhagai pihak mulai dari pendiriannya, sampai proses pelaksanaan 

p!.!ndidikan. Dengan tt.:rgalangnya dana mcrcka dapal meml'<lsilitasi sarana dan 

prasaran<l pendidikan, membantu honor guru., dan mcriyediakan program ekstra 

bagi anak didiknya. Dnlam manajemennya mereka beke~ja dengan terorganisir 

d:111 tlll'rnptrnyai slntk!ur· _v:urg .il'las. Dcngan kl:!wrad;ut yang dcmikian ini unuk 

didik Jlll'rd.;a scnwkin hari scmakin hertambah. Sepcrli penuluran dari 'ialah 

scorang gurunya rncngatakan bahwa anak didik rnereka banyak mengalami 

kemajuan/penrbahan, dapat mengikuti pelajaran deng.an baik, bisa diperintah, 

patuh. 

Dari hasil grand tour di Kelompok B~rmain SKB Siantar dapat 

diamati antara lain : 

!. Pengdola program belum marnpu mcmberJayakan sumber daya yang ada 

untuk !lll;!mbantu pengdo!Jan pend id ikan. 

2. Tidak ada tampak keterl ibatan masyaraknt diluar Jembaga dalam struktur 

organisasi K\:11\lllpok lkrrnairl. 

Sangat minimnya bantuan I sumbangan dari orang tua warga belajar dalam 

menunjang terlaksananya penJidikan. 

4. Kehadiran orang tua pada setiap pertemuan yang telah direncanakan sangat 

sedikit. 

5. Ruang belajar dan ~an:ma pennainan bdurn sesuai dengan apa yang 

diharapakan baik dari segi jumlahnya dan keamanan lingkungan. 

6. Kehadiran para petugas bimbingan bagi orang tua dan warga belajar tidak 

sesuai dengan apa yang diharapkan. 
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7. Partisipasi pL:m<:rintah maupun masyarakat daiam rncmajukan program 

Kelompok lkrmain sang::! minim. 

Ada bc:bt:rapa hal yang mungkin timbul apabila hal ini tidak segera diatasi 

yaitu: 

1. 1\:nycknggaran lk'ndidikan tidak dapat bcrjalan at<~LJ tidak mcncapai tujuon 

yang diinginkan. 

1 Upaya peningkatan 1\ualit<ts pendidikan tidak tercapai. 

Adapun alasan penulis ingin melakukan pene!itian di Kelompok Bermain 

SKn Siantar adalah ( I l ( lp;1ya pcrh:1ikan mutu p~'IHiidikan h;mts dimulai pnda 

saal usia clini. ( :2) SKB d~1pat memberdayakan masyarakat dengan membcntuk 

Komitc P!.S sehingga !Ci'laksnna pendidikan yang menunjang program Kelompok 

Bermain dalam semua aspck balk pendidikan, keschatan, maupun dalam 

meningkatkan taraf hiclup orang tua anak didik dengan membekali mereka 

keterampilan hidup. 

B. Fokus Masalah 

Berdasarkan lat.u- bl:iakang yang t~lah diuraikan diatas. PAUD yang 

berada pada jalur pendidikan non formal yang dikelola oleh SKB Siantar dalam 

bentuk Kelo!llpok Bcrmain memcrlukan aJanya manajemen pemberdayaan 

masyarakat Y•lng nantiny<· dapat membantu terlaksananya penyelenggaraan 

pendidikan. yan~ disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat.. 

Maka yang menjadi f~1kus mas;1lah dalam penelitian ini adalah bagaimana 
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pe!akasanaan Manajemen remberdayaan Masyarakat da!mn Program Kelompok 

Bermain di SKB Siantar. 

C. Pc1·tanya2n Penelitian 

Bcrtitik tolak dari fokus masalah di atas, maka yang menjadi pertanyaan 

p~111:litian aJalall : 

Bagairnana pclaksw.a<tn manajemen pemberd'lyaan masyarakat dilakukan di 

Kelompok Bcrmain SKB Siantar?. 

3. flagaimana ketcrbitan ocrnberday<~an masyarakat dcngan peningkatan mutu 

pendidikan di Kelompok Bermain SKB Siantar '? 

D. Tuj ua n Penclil ian 

Berdasa:kan rumusan masalah maka pene!;tian ini bertujuan 

I. Untuk me 1getahui pelaksan:..an manajcmen pemberdayaan masyarakat di 

Kelompok Bcrmain SKU Siantar 

Untuk mengctahui mutu pendidikau Kelompok Bermain SKB Siantar. 

Untuk mengctahui kcterkaitan a:~tara pemberdayaan masyarakat dengan 

peningkatan mutLI pendidik<~n di Kelompok Bermain SKB Siantar. 

E. Manfaat Penclitian 

1-lasil penclitian 1111 diha1·apkan dapat bcrmanfaal secara teoretis dan 

praktis. 

1. Manlnat teort!ti~ : 
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a. Ha:-;il pendi1iar1 in' diharapkan dapal menjadi bahan bjian dalam 

p~ngembangan mana_iernen pad a program Pendidikan A nak Usia Dini 

khususnya Kelompnk Bermain di SKB. 

h. D:1pa1 llJernheribrJ .~umhangan pernikiran terh:1dap perkemhangan ilmu 

administrasi po:ndidikar~ pada umumnyl'l dan ilmu ldministrasi 

pendid.kan luar sekobh pada khususnya. 

M~url'aat praktis: 

Sebagai bahan rnasukan bagi SKB 

program lainnya untuk meningkatkan mutu melalui pelaksanaan 

manajemen pernberdayaan masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat selempat. 

Unruk l~bih meningkatkan pelayanan k:mbaga-Jembaga penyelenggara 

J>i\ U D da lan1 rangka peningkalan mu!u p~:ndidikan. 

z c. Dinas Pcndidikan Kota Pcmatangsiantar untuk tctap mcmperhatikan dan 

mernbantu pcnyclenggaraan program PAUD agar be~jalan dengan efektif 

dan disicn. 

F. Batasan lstilah 

Batasan istilah y<mg digunakan dalam pcnelitian ini adalah : 

Manajemen Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu proses 

pengkoordinasian dan pengintegrasian sumber daya masyarakat yang ada 

dalam penyelenggaraan pcndidikan sccara holistik untuk menunjang 

tercapainya tujuan pcndidik;:m . 
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2. Kelompok Bermain, adalah wadah pembinaan usaha kesejahteraan anak 

dengan rnengutamakan kegiatan bermain dan menyelenggarakan pendidikan 

prasckolah bagi anak usia sckurang-kurangnya tiga tahun sampai memasuki 

pendidikan dasar. 

3. Sanggar Kegiatan Bebjar ( SKB ) ada!ah Unit Pe!aksana Teknis Daerah 

Pcndidikan Luar Sckolah yang bcrlugns mclakukun pcm~ualan pcrcontollun 

dan pengendalian mutu pe!aksanaan program pendidikan luar sekolah 

berdasarkan kebijaksanaan teknis Direktur Jendral Pendidikan Luar Sekolah. 

Pendidikan Anak Usia Dini, adalah pendidikan yang diselenggarakan sebagai 

upaya pembinaan dan pengembangan anak sejak Jahir sampai berusia enam 

tahun , dilaksanakan melalui Ke!ompok Bermain, Taman Pendidikan Anak, 

dan bentuk lain yang sederajat. 
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